
 

 

 
 

 

 
WALI KOTA PANGKAL PINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG 
NOMOR 24 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PANGKAL PINANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian 

dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara 

terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian 

prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah 

serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu 

dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila 

hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan;  

 



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 
 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan ,Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 111); 
 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang 

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

173); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 630); 

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2024 Nomor 46); 

17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2024 Nomor 44); 

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 

Seri E); 

19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2023 Nomor 144); 



20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal 

Pinang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2023 Nomor 157); 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang. 

2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal 

Pinang. 

5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

periode 3 (tiga) tahun.  

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

 



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pangkalpinang. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun 

Perubahan Renja PD Tahun 2024. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan 

KUA dan PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan 

Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024. 

 

Pasal 3 

Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman kepada RPD Tahun 

2024-2026, RKP Tahun 2024, serta Perubahan RKPD Provinsi 

Bangka Belitung Tahun 2024. 

 

 

 

 



BAB III 

SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD 

 

Pasal 4 

(1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat rancangan 

perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan 

daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja 

dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong 

partisipasi masyarakat. 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan; 

c. kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan 

f. penutup. 

 

 

Pasal 5 

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali 

Kota  Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 

(Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 157), 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

 

 



Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Pangkal Pinang. 

 

Ditetapkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal  1 Agustus 2024                     

 
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG, 

 

 
dto 

 

    LUSJE ANNEKE TABALUJAN 
 

Diundangkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal  1 Agustus 2024                       
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG, 

 

 
dto 

 

MIE GO 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 230 
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